PENGUMUMAN/PERATURAN PEMER!NTAH

‘ cabut dan dlnyatakan tidak berlaku ' _
. b. Semua peraturan pelaks,anaan dari - Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 -

tentang Sistem Akuntansi- Hibah dinyatakan
- tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan

belum diganti dengan peraturan pelaksanaan |

“yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 28
SIKUBAH sebagalmana diatur dalam Per-
aturan Menteri ini mulai dilaksanakan dalam rangka
penyusunan dan. penyampaian Laporan Keuangan Ba-

gian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan-

Hibah Tahun 2015.

Pasal 29
Pératuran Menteri ini mulai berlaku pada tang-
gal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memenn-‘

tahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan
penempatannya daiam Berlta Negara Republlk Indo-
nesia.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 31 Desember 2014 7
'MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
. pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA, '
. td.- '
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2014 NOMOR 2072

Catatan Redaksi :
- Karena atasan teknis; Lampiran tidak dlmuat

(BN)

'PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 71 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM

" {(Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 30 Tahun 2015, tanggal 17 Maret 2015)

i

' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menlmbang

a. bahwa" dalam rangka percepatan dan efektivitas |
penye!enggaraan pengadaan tanah bagi pemban- -

© gunan untuk kepentmgan umum yang bekerjasa-

_ma dengan badan usaha; dlpandang perlu men-
gubah Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012.

tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi

- Pembangunan untuk Kepentingah UmLim_ yang

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Per-

~aturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
71 Tahun 2012 tentang Pehyelenggaraan‘_Pen-
" gadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepent-
ingan Umum dengan tetap menjaga tata kelola

- pemerintahan yang baik; '
b.. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana

" dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Per-.

aturan Presrden tentang Perubahan Ketiga Atas
"Pe,raturan‘Pres:den Nomor 71 Tahun 2012 ten-

-tang Pe.nyelehg‘garaan Pengadaan Tanah. bagi

- Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
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M.engingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara -

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomcr 2 Tahun 2012 ‘tentang -

Pengadaan. Tanah bagi Pembangunan untuk’Ke-
~ pentingan Umum-. {Lembaran Negara Republik In-
" donesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lem-

baran Negara Republlk Indonesia Nomor 5280);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 ten-

tang Penyelenggaraan Pengadaan. Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lem-
baran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 156) yang telah diubah beberapa kali tera-
khir dengan Peraturan Presidéen Nomor 99 Tahun
2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penye-

lenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Re-
publik Indonesia Tahun 2014 Nomor 223};

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71
TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PEN-
GADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KE-
PENTINGAN UMUM.

_ Pasal |- - .
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden No-
mor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

{Lembaran Negafa Republ'ik Indonesia Tahun 2012 Nomor

156) yang telah beberapa kali diubah dengan:

a.  Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 ten- ‘

tang Perubahan' atas Peraturan Presiden Nomor
71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pen-
gadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepent-

ingan Urnum {Lembaran-Negara Republik Indone- ‘

sia Tahun 2014 Nomor 94}; dan

b. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentarigj,

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
_71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pen-
gadaan Tanah bag| Pembangunan untuk Kepentln-

gan Umum (Lembaran Negara Republ:k Indonesia
. Tahun 2014 Nomor 223); dlubah sebagai berikut:

1. Mengubah angka 1 pada Pasal 1, sehingga

Pasal 1 berbunyl sebagai benkut
- Pasal1
Dalam Peraturan Presiden ini yang di-
‘maksud dengan : ) '
1. Instansi yang memerlukan tanah adalah
lembaga negara, ken'ienterian, lembaga
 pemerintah nonkemehterian,' pemerintah
provinsi,' 'pem'erintah kabupaten/kota, dan
Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha
Milik ‘Negara yang meridapat ‘penugasan
khusus Pemerintah atau Badan Usaha
yang mendapatkan kuasa berdasarkan
perjanjian dari lembaga negara,.kemen-'
terian, ‘lembaga pemerintah nonkemen-
terian, pemerintah provinsi, pemerintah
" kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik
Negara/Badan Usaha Milik Negara yang
mendapat pen&gaéa‘n khusus Pemerintah
dalam rangka penyediaan infrastruktur
_ © untuk kepentingan umum.
- 2. Pengadaan Tanah adalah keglatan me-
' nyed|akan tanah dengan cara memberi
Ganti Kerugian yang layak dan adil ke-
- pada Pihak yang Berhak.
- 3. .Plhak yang Berhak adalah plhak yang .
menguasai atau memiliki Objek Pen-
o gadaan Tanah.

4, Objek Pengadaan Tanah. adalah tanah, ru-.
“ang atas tanah dan bawah tanah, bangu-
'nan, tanaman, benda yang_berkaitan den-

gan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai.

.. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah’

sebagaimana dimaksud dalam ' Undang-
~ Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
" Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan
- hak lain yang akan ditetapkan dengan Un- -
dang-Undang. '

6. Kepentingan Umum’ adalah kepentingan

bangsa, negara, dan masyarakat yang
. harus diwujudkan oleh pemerintah dan
digunakan' sebesar-besarnya dntuk ke-
makmuran rakyat.
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| 16. Badan Pertanahan Nasional Republik In- |

- 7.

Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari
" negara yang kew‘enanganA pelaksanaannya

sebagian difimpahkan kepada pemegangnya.

. Konsuitasi Publik adalah proses:komuni-
kasi dialogis atau musyawarah antarpihlak.
yang berkepentingan guna mencapai kes- .

. epahaman dan kesepakatan dalam peren-

- 10.

12.

13.

canaan Pengadaan Tanah bagi pemban- |

gunan- untuk kepentingan umum. -
Pelepasan ‘hak adalah kegiatan pemu-
tusan hubungan,hukum dari Pihak yang
Berhak kepada negara melalui BPN.

Ganti Kerugian adalah’penggantian yang

layak dan adil kepada Pihak yang Berhak

. dalam proses Pengadaan Tanah
11.

Penilai © yang seranju_thya
disebut Penilai, adalah orang perseoran-

Pertanahan,’

gan‘ vang melakukan  penilaian secara
independen dan profesional yang telah

" mendapat izin praktik penilaian dari Men- |

teri Keuangan dan telah mendapat lisensi
dari BPN untuk menghitung nila.i/-harga
Objek Pengadaan Tanah.

Penilai Publik adalah penilai yang telah

memperoleh izin dari Menteri Keuangan
untuk memberikan jasa penilaian. '

Penetapan Lokasi adalah penetapan atas
lekasi pembangunan untuk . kepentingan

‘'umum yang ditetapkan dengan keputu-

. san.gubernur, yang dipergunakan sebagai

14,

15.

izin untuk pengadaan tanah, perubahan’
penggunaan tanah, dan peralihan hak .

atas tanah dalam, pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum.
Pemerintah Pusat, yang selanjutnya dise-
but Pemerintah, adalah Presiden Repub-
lik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan Negara Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud ' dalam Undang-

undang Dasar Negara Republik ;Indorm_asia.

Tahun 1945,

Pemermtah Daerah adalah gubernur bu-
pati, atau walikota, dan perangkat daerah

sebagai unsur penyelenggara pemermtah
daerah :

7.

18,

19.

donesia yang selénjutnya disingkat BPN

adalah Lembaga Pertanahan sebagaimana .
dimaksud dalam Undang- Undang nomor

2 Tahun 201 2 tentang Pengadaan Tanah
Bagi Pembangunan Untuk Kepentlngan
Umum.

Kantor Wilayah Badan Pertanéhan Na-
sional Provinsi yang selanjutnya dise-

“hut Kantor Wllayah BPN adalah BPN di

Provinsi yang dipimpin oleh Kepala Kan-

~tor Wilayah BPN yang berada di bawah -

dan bertanggung jawab Iangsung kepada
Kepala BPN.. :
Kantor Pertanahan adalah BPN di Kabu-

_paten/Kota yang dipimpin oleh Kepala
‘Kantor Pertanahan yang berada dibawah
dan bertanggung jawa.b'kepada_ Kepala
- BPN melalui Kepala Kantor Wilayah BPN.
Tim Pérsiapan Pengadaan Tanah yang
selanjutnya disebut fim Persiapan adalah }
tim yang dibentuk oieh gubernur untuk
membantu gubernur dalam melaksanakan

~ pemberitahuan rencana pembangunan,

- 20.

pendataan awal Iokasi rencana pemban-

gunan dan Konsultasi Publik rencana

pembangunan.
Tim Kajian keberatan yang selanjut-
nya dlsebut sebagai Tim Kajian adalah

tim yang dibentuk oleh gubernur untuk

membantu gubernur melaksanakan in-
ventarisasi masalah yang menjadi alasan

~ keberatan, -melakukan pertemuan atau

- Klarifikasi dengan pihak yang keberatan,

21.

melakukan kajian dan membuat rekomen-
dasi diterima atau ditolak keberatan.

Satuan Tugas adalah satuan yang diben- |

stuk oleh BPN untuk membantu pélak_sa-
" naan Pengadaan Tanah

22,

Ruang atas tanah dan bawah tanah adalah

ruang yang ada dibawah permukaan bumi

dan/atau ruang yang ada di atas permu-
kaan bumni sekedar diperlukan untuk ke-

' pentingan yang Iangsung berhubungan

Business News 8693/20-4-2315 -

dengan penggunaan tanah.

49



PEN(JUMUMAN/PERATURAN PEMER]NTAH

2. Diantara Pasal 117 dan PasaI 118- disisipkan
(satu) pasal yakni Pasal 117A yang berbunyl seb-
agal berikut:

Pasal 117A

(1) Pendanaan Pengadaan Tanah untuk Kepent-
ingan Umum dapat bersumber terlebih dahulu

dari dana Badan Usaha selaku Instansi yang
. memerlukan tanah yang mendapatkan kuasa
- berdasarkan perjanjian; yang be}‘tindak_ atas
nama lembaga negara, kementerian, lemba-
ga pemerintah nonkementerian, pemerintah
provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/
kota. '

A2) Pendanaan Pengadaan Tanah oleh Badan

Usaha sebagaimana dlmaksud pada ayat (1

dibayar kembali oleh !embaga negara, kemen-
terian, Iembaga pemerintah nonkementerian; |

pemerintah provinsi, dan/atau pemenntah ka-
bupaten/kota melalui APBN dan/atau APBD
setelah proses pengadaan tanah selesai.

(3) Pembayaran kembali sebagaimana dumak—
"sud pada ayat (2} ‘dapat berupa perhltungan
pengemballan mia| investasi. -

3. Dlantara Pasal 123A dan Pasai 124 disisipkan 1

{satu} pasal yakni Pasal 1238 yang berbuny1 seb- .

agal berikut:
Pasal 123B

{1} Proses Pengadaan Tanah yang belum selesai
berdasarkan ketentuan. Pasal 123 dan Pasal
" 123A tetapi telah mendapat Penetapan Lokasi
‘pembangunan atau Surat Persetujuan Peneta-
pan Lokasi Pembanghna’n (SP2LP) atau nama
lain yang dlmaksudkan sebagal Penetapan Lo-
kasi pembangunan proses Pengadaan Tanah
'dapat dlselesalkan berdasarkan tahapan seb-

,agaumana diatur dalam Peraturan Presnden ini.

'{2) Proses Pengadaan Tanah sebagaimana dimak-
sud pada ayat {1} dlmulal dari tahapan ‘Pelak-
- sanaan Pengadaan Tanah.

(3} Seluruh dokumen yang telah ada dalam rang_—h
" ka Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud

pada ayat {1}, berupa:
- a. hasﬂ pengukuran mventar:sasn dan identl-
flkasp,

b. hasil musyawarah terkalt bentuk dan besa—;

:-

4

~ran gant| kerugian atas bidang tanah yang

" sudah disepakati'sebelumnya dengan Pi-
-hak yang Berhak;’ '

-¢. pemberian. ganti kerugtan dan pelepasan

' hak; dan/atau’

d. dokumen terkait Iamnya, menjadl doku-

men Pengadaan Tanah sebagaimana diatur |

dalam Peraturan Presiden ini. |

{4} Penetapan ‘Lokasi pembangunan atau Surat -

~ Persetujuan Peneiapan, Lokasi Pembangunan

. (SP2LP) atau nama fain yang dimaksudkan

sebagai Penetapan -Lokasi _pembangunan se-

bagaimana dimaksud pada ayat {1} diperba-

harui untuk jangka waktu 2 {dua) tahun oleh

.- Gubernur. o

{5) Ketentuan lebih Ianjut mengenai tahapan pe-

_ nyelesaian pengadaan tanah sebagaimana di-

. maksud pada ayat {1} diatur dalam Pera‘turan

Kepala BPN

Pasal Il
Peraturan Presiden ini- mulal berlaku sejak

t tanggal dlundangkan

Agar setiap orang- mengetahumya, memenn-

-tahkan pengundangan Peraturan Pre5|den ini dengan

penempatannya -
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 17 Maret 2015 ,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
‘ Cotd |
“JOKO WIDODO-
Diundangkan di Jakarta
_ Pada tanggal 17 Maret 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
. 'REPUBLIK INDONESIA,
' ' ttd. ‘
YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK lNDONESIA
- TAHUN 2015 NOMOR 55

(sm
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